Perjanjian PME

KPEI as Borrower


 PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM EFEK 

Nomor: _______________

Perjanjian ini dibuat pada hari ini …………... tanggal ………..……. bulan ….………….. tahun .........., (…….-…….-........), di Jakarta oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:
	1. Iding Pardi,
	Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahnnya, demikian itu sah mewakili PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai penerima pinjaman, selanjutnya disebut KPEI.



	2.                       
	Direktur Utama PT ________________________, berkedudukan di _______, ____________________________, Jalan ______________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan  Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya, demikian itu sah mewakili PT __________________, yang memperoleh izin sebagai _____ , selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman.


Terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa KPEI adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta Pinjam Meminjam Efek;

2. bahwa Pemberi Pinjaman adalah Pihak yang menyediakan Efek untuk dipinjamkan; 

3. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk memenuhi maksud KPEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka Pemberi Pinjaman bersedia meminjamkan Efek yang diperlukan oleh KPEI;

4. bahwa setiap Pinjam Meminjam Efek yang terjadi berdasarkan Perjanjian ini hanya berlaku efektif apabila sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas pada umumnya, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek pada khususnya dan Perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPEI dan Pemberi Pinjaman dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Efek (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1

Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

2. Close-Out adalah pengembalian Efek oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman sebelum jatuh tempo. 

3. Dividen Pengganti adalah sejumlah dividen yang melekat pada Efek yang dipinjamkan (manufactured devidend) yang berupa dividen tunai, deviden Efek, dividen campuran, bonus tunai dan bonus Efek yang wajib diserahkan Penerima Pinjaman kepada KPEI.

4. Efek adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam hal ini dipinjam KPEI dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek dan merupakan objek pinjaman sesuai dengan Perjanjian.

5. Efek Sepadan adalah Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam. Dalam hal terjadi Corporate Action yang menyebabkan perubahan Efek yang dipinjam, maka definisi Efek Sepadan termasuk sbb:

a. Efek yang dihasilkan dari proses konversi, peleburan dan penggabungan;

b. Efek yang dihasilkan dari proses pengambilalihan; dan

c. Efek yang dihasilkan dari Corporate Action lain yang dapat mengakibatkan perubahan Efek.

6. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kcuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.

7. Pinjam Meminjam Efek dengan Open Term adalah jenis pinjaman yang dapat diperpanjang atau dikembalikan sebelum jatuh tempo. 
8. Pinjam Meminjam Efek dengan Fixed Term adalah pinjaman yang tidak dapat diperpanjang atau dikembalikan sebelum jatuh tempo.
9. Recall adalah perintah penarikan Efek oleh Pemberi Pinjaman kepada KPEI sebelum jatuh tempo.

10. Rekening Efek Utama Serah Terima yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 002” adalah Rekening Efek Utama yang milik Partisipan yang merupakan Anggota Kliring atau Agen Penyelesaian, untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang Rekening Efek Utama.
11. Rekening Efek Utama Penerima Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 003” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring atau Bank Kustodian yang mendapatkan persetujuan dari KPEI, untuk pengembalian Efek dan penerimaan dana terkait transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang Rekening Efek Utama.
12. Rekening Efek Utama Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 005” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring atau Bank Kustodian yang mendapatkan persetujuan dari KPEI untuk menempatkan Efek yang akan dipinjamkan dan/atau menerima pengembalian Efek yang dipinjam terkait transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang Rekening Efek Utama.
13. Rekening Efek Utama Jaminan yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 004” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada KPEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang Rekening Efek Utama.
14. Rekening Pinjam Meminjam Efek KPEI adalah Rekening Efek yang digunakan oleh KPEI untuk menerima Efek Pemberi Pinjaman untuk keperluan Pinjam Meminjam Efek.

15. Sub Rekening Efek Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek yang selanjutnya disebut “Sub Rekening Efek 005” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh nasabah Anggota Kliring, Bank Kustodian atau Pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari KPEI, untuk menempatkan Efek yang akan dipinjam terkait transaksi pinjam meminjam Efek di KPEI, sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang Rekening Efek Utama..
16. Tanggal Efektif Peminjaman adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Utama 002 milik Penerima Pinjaman. 
17. Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam dipindahbukukan ke Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek 005 milik Pemberi Pinjaman. 
Pasal 2

Pemberian Pinjaman Efek

1. Pemberi Pinjaman meminjamkan Efek kepada KPEI dengan maksimal jangka waktu pinjaman selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian dan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek.
2. Pemberi Pinjaman memindahbukukan Efek ke dalam Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek Utama 005 yang secara otomatis tercatat dalam daftar Efek siap dipinjam.

3. Jenis dan klasifikasi Efek yang dapat dipinjamkan ditentukan oleh KPEI. 

4. Efek yang dipindahbukukan Pemberi Pinjaman ke dalam Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek Utama 005 sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap nama Efek. 

5. Pemberi Pinjaman dapat membatalkan atau mengurangi jumlah Efek yang akan dipinjamkan dengan melakukan penarikan Efek dari Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek Utama 005, sepanjang Efek dimaksud belum dipinjam oleh KPEI.

6. Peminjaman Efek dilakukan KPEI dengan cara menyampaikan permohonan Pinjam Meminjam Efek kepada Pemberi Pinjaman, baik secara elektronik maupun melalui media lain yang ditentukan KPEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peminjaman Efek melalui Pinjam Meminjam Efek Sistem Reguler, yaitu pinjam meminjam Efek yang imbalan jasanya bersifat tetap;

b. Peminjaman Efek melalui Pinjam Meminjam Efek Sistem Front End yaitu pinjam meminjam Efek yang imbalan jasanya ditetapkan melalui proses tawar menawar.

Pasal 3

Penyerahan Efek

1. Pemberi Pinjaman wajib memberikan surat kuasa kepada KPEI untuk memindahbukukan Efek dari Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek 005.
2. Dalam hal KPEI membutuhkan Efek, KPEI menginformasikan melalui sistem terhubung dengan KSEI secara seketika agar KSEI memindahbukukan Efek dari Rekening Efek Utama 005 atau Sub Rekening Efek 005 ke Rekening Pinjam Meminjam Efek KPEI.
3. Dengan adanya instruksi pemindahbukuan oleh KPEI kepada KSEI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di atas, maka penyerahan Efek dari Pemberi Pinjaman kepada KPEI dianggap telah dilakukan dengan baik oleh Pemberi Pinjaman.

Pasal 4

Hak dan Kepemilikan

1. Para pihak wajib membuat dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan memberikan semua instruksi yang diperlukan untuk mendapatkan haknya masing-masing, kepemilikan dan keuntungan dari proses Pinjam Meminjam Efek ini.

2. Perpindahan hak dan kepemilikan atas Efek dari Pemberi Pinjaman kepada KPEI dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek dan Perjanjian ini.

3. KPEI akan mengembalikan Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai, dividen Efek, dividen Efek dan dividen tunai (mixed dividend), bonus tunai dan bonus Efek kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan Corporate Action (Effective Date). 

4. Pengembalian Dividen Pengganti yang berupa Dividen tunai dan/atau bonus tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Utama 003 sedangkan pengembalian Dividen Pengganti yang berupa dividen Efek dan/atau bonus Efek dilakukan KPEI ke Rekening Efek Utama 005 dan/atau Sub Rekening Efek Utama 005.

5. Dividen Pengganti yang dibayarkan oleh KPEI kepada Pemberi Pinjaman sama nilainya dengan dividen yang dibayarkan oleh Emiten kepada pemegang Efek.

6. KPEI mengupayakan semaksimal mungkin agar voting rights dan/atau hak-hak lain atas Efek yang menjadi bagian dari Efek tersebut antara lain rights, warant dan penawaran tender (tender offer) akan dapat dilaksanakan oleh Pemberi Pinjaman dengan ketentuan bahwa Pemberi Pinjaman wajib melakukan Recall selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (Recording Date) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten. 

Pasal 5

Imbalan Jasa 

1. Pemberi Pinjaman akan mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan rumusan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian.

2. KPEI akan membayarkan imbalan jasa kepada Pemberi Pinjaman setiap bulan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian. 

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan mengenai imbalan jasa akan diatur dalam Surat Edaran KPEI.
Pasal 6

Pengembalian Efek Sepadan

1. KPEI dapat mengembalikan Efek Sepadan kepada Pemberi Pinjaman sebelum jatuh tempo, didahului dengan pemberitahuan Close-Out yang disampaikan KPEI selambat-lambatnya pada Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman.
2. Pemberi Pinjaman dapat, setiap saat, meminta pengembalian Efek Sepadan dengan mengajukan Recall selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman (P-3). 

Pasal 7

Kegagalan Pengembalian Efek Sepadan dan Dividen Pengganti
1. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Efek Sepadan, KPEI membayar kompensasi ganti rugi yang merupakan penggantian Efek dengan uang tunai kepada Pemberi Pinjaman pada Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman. Penggantian Efek Sepadan dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Utama 003.
2. Dalam hal KPEI tidak dapat mengembalikan Dividen Pengganti, KPEI membayar kompensasi ganti rugi kepada Pemberi Pinjaman pada tanggal pelaksanaan Corporate Action (Effective Date) sebagaimana ditetapkan oleh Emiten. Penggantian Dividen Pengganti dengan uang tunai dilakukan KPEI ke Rekening Efek Utama 003.
3. Besarnya kompensasi ganti rugi ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian.

Pasal 8

Pajak

Atas pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9

Jaminan KPEI

KPEI dengan ini menjamin Pemberi Pinjaman selama berlakunya Perjanjian:

1. KPEI telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan serta perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam-LK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;

2. KPEI tidak akan menyalahgunakan pelaksanaan kewenangan, izin dan persetujuan tersebut pada angka 1 di atas;

3. KPEI akan melaksanakan semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek dan Perjanjian ini.

Pasal 10

Jaminan Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman dengan ini menjamin KPEI selama berlakunya Perjanjian:

1. Pemberi Pinjaman telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan serta perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk persetujuan dari OJK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;

2. Pemberi Pinjaman tidak akan menyalahgunakan pelaksanaan kewenangan, izin dan persetujuan tersebut pada angka 1 di atas;

3. Pemberi Pinjaman telah memenuhi syarat untuk melakukan Pinjam-Meminjam Efek sesuai dengan Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek;
4. Pemberi Pinjaman tidak dilarang demi hukum atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk meminjamkan Efek sesuai dengan Perjanjian;

5. Pemberi Pinjaman berwenang untuk memindahkan kepemilikan secara hukum maupun kepemilikan penerima manfaat atas semua Efek yang diserahkannya kepada KPEI dan menjamin KPEI bebas dari semua ikatan, biaya dan tanggungan;

6. Pemberi Pinjaman akan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam-Meminjam Efek dan Perjanjian;

Pasal 11
Wanprestasi

1. KPEI dinyatakan wanprestasi apabila:

a. Pada Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman, KPEI tidak mengembalikan Efek Sepadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. Tidak membayar kompensasi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. Tidak menyerahkan Dividen Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 pada waktu dan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
d. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian
2. Pemberi Pinjaman dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh:

a. Setiap kegiatan yang dilakukan Pemberi Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
b. Dibekukan atau dicabut perizinannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, KPEI dan/atau KSEI atau instansi berwenang lainnya atau dibekukan kegiatannya untuk melakukan operasionalnya oleh badan pemerintah.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

2. Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian harus memuat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

3. Pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang Pihak yang meminta pengakhiran Perjanjian telah memenuhi semua kewajibannya kepada pihak lainnya.

Pasal 13

Ketentuan Perundang-undangan

Para pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis atas perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaannya yang mempengaruhi hak atau kewajiban para pihak dalam Perjanjian.

Pasal 14

Force Majeure

1. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian karena akibat langsung dari Force Majeure.

2. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kejadian mana adalah kerusakan sistem utama KPEI dan kejadian-kejadian di luar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, wabah penyakit dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan
	Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka:

1. KPEI dan Pemberi Pinjaman setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.



	2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh KPEI dan Pemberi Pinjaman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (“Masa Tenggang”), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”) berdasarkan Peraturan dan acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
3. KPEI dan Pemberi Pinjaman setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;

b. arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang Pasar Modal;

c. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang arbiter. Penunjukan arbiter dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan LAPS SJK yang mengatur mengenai peraturan dan acara Arbitrase;

d. kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LAPS SJK yang mengatur mengenai peraturan dan acara Arbitrase;

e. apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf d Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS SJK sesuai dengan peraturan dan acara LAPS SJK;

f. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh KPEI dan Pemberi Pinjaman. KPEI dan Pemberi Pinjaman setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan Putusan Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;

g. untuk melaksanakan Putusan Arbitrase LAPS SJK, KPEI dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

h. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan

i. semua hak dan kewajiban KPEI dan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.




Pasal 16

Pemindahan Tanggung-jawab

Masing-masing Pihak tidak dapat memindahkan seluruh atau sebagian hak-hak atau kewajibannya kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 17

Addendum

Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam adendum yang berisi penambahan, pengurangan dan perubahan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 18

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka para pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu  Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama (automatic roll over) dan dengan kondisi ketentuan yang sama. Ketentuan perpanjangan Perjanjian ini dengan sendirinya akan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu dan kondisi ketentuan yang sama. 

Pasal 19

Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 20

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau surat yang disampaikan berkenaan dengan Perjanjian ini disampaikan dalam bentuk tertulis (dapat berupa teleks, faksimili atau secara elektronik) dan dianggap sah apabila dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan kepada alamat yang dituju atau dikirim melalui nomor teleks atau faksimili pihak yang bersangkutan atau alamat lainnya atau nomor teleks, faksimili yang disampaikan para pihak secara tertulis.

Untuk KPEI dialamatkan kepada:

Direksi PT KPEI

Alamat

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5



Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53



Jakarta 12190

Telepon
: 62 21 515-5115/515-5125

Faksimili
: 62-21 515-4508
U.p.

: Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar - Unit Keanggotaan
Email

: unit.kea@idclear.co.id
Pemberi Pinjaman

Direksi PT __________________


___________________________

___________________________

_____________


Telepon 
: _____________


Faksimili
: _____________
U.p.

: _____________
Email

: _____________
Pasal 21

Lain-lain
1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Perjanjian Pinjam Meminjam Efek antara KPEI dan Pemberi Pinjaman No. ........................................tanggal .......................................dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian antara para pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

	KPEI
	Pemberi Pinjaman

	

	

	Iding Pardi
Direktur Utama
	_________________________

Direktur Utama


LAMPIRAN I

IMBALAN JASA

I. Imbalan Jasa Pinjam Meminjam Efek Sistem Reguler
	Imbalan Jasa (Lending Rate / LR)
	=
	LR X LV X (LP/360)

LR
             = 12% per-annum

LV

= Nilai Pinjaman



= harga saham penutupan harian (daily closing 


    price) X jumlah saham

LP

= Jangka waktu pinjaman.




II. Imbalan Jasa Pinjam Meminjam Efek Sistem Front End
	Imbalan Jasa (Lending Rate / LR)
	=
	LR X LV X (LP/360)

LR
             = 4 s/d 17% per-annum*

LV

= Nilai Pinjaman



= harga saham penutupan harian
 (daily 


                closing price) X jumlah saham

LP

= Jangka waktu pinjaman.



	
	
	


 * nilai LR ditentukan pada saat terjadinya kesepakatan antara KPEI dan Pemberi Pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

	No
	Kesepakatan KPEI dan Pemberi Pinjaman (match rate)

 (%) per annum (p.a)
	Lending Rate

(%) p.a
	Flat Fee 

(Rp)

	1
	5 - 9
	(match rate – 1)
	0 (nol)

	2
	10 – 15
	(match rate – 2)
	

	3
	16 - 20
	(match rate – 3)
	


Pembayaran Imbalan Jasa dari KPEI kepada Pemberi Pinjaman:

Setiap tanggal 3 bulan berikutnya KPEI mencetak Nota Kredit atas Imbalan Jasa transaksi PME. Apabila tanggal 3 adalah hari libur, maka Nota Kredit dicetak pada hari kerja berikutnya.

Setiap bulan pada tanggal 13 KPEI akan membayarkan Imbalan Jasa ke rekening Pemberi Pinjaman. Dalam hal tanggal 13 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya
LAMPIRAN II

KOMPENSASI GANTI RUGI

Kompensasi ganti Rugi besarnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:

1. Pasar regular yang jatuh tempo penyelesainnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian, dan

2. Pasar regular dan Pasar Tunai yang terjadi pada sesi pertama di tanggal pengembalian

Meterai Rp10.000
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